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PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DALAM HUKUM
PERKAWINAN (PERKAWINAN KONTRAK)

Marhgdalena Hanifa
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Abstract

There are some fundamental things in human lifc one marriage which is
one of the ideals of every human being in his life. So it is no legislation on
human relationships with each other in family life have been there a rule that is
by the issuance of Law No. 1 of 1974 concerning marriage and implementation
of Government Regulation No. 9 of 1975.Undang-Law No. 1 of 1974 also sct
about the consequences of the existence of a good marriage due to the marital
relationship, child marriage offspring as well as a result of the joint property of
husband and wife in a perkawinan.Namun so now there are many phenomena
in the development of civil law marriage law, especially with so many
marriages happen at this point in some areas.

Keywords : Civil law, development, contrac of mariage.

. Latar Belakang

Sa;ah satu tipe Negara modern
vang banyak dibicarakan ialah tipe
legara Hukum lebih-lebih mengingat
ahwa pendiri Negara Indonesia
engarah kepada konsep Negara atas
asar Hukum (Rechstaat) bukan negara
tas dasar kekuasaan (Machistaar)'.
ukum yang diciptakan di Indonesia
iarahkan kepada pemenubhan rasa
eadilan baik keadilan yang bersifat
cwmulatif maupun keadilan yang bersifat
istributive yang secara konseptual
eberadaan nilai keadilann yang ingin
icapai di Indonesia diarahkan kepada
unyi Pembukaan Undang-undang Dasar
945 alinea keempat yaitu untuk
elindungi segenap bangsa Indonesia,
emajukan kesejahteraan umum,

ennprr]acfzan Lahidiinan hanmoa dan i1t
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Keadilan yang  berkembang
dinegara kita mengarah pada Falsafah
Pancasila yang meliputi segala bidang
baik politik, sosial, ekonomi dan kultural.
Nilai keadilan itu sendiri bersifat sangat
relative tergantung pada pertimbangan
secara subjektif berdasarkan waktu dan
tempat. Bagi orang tertentu adil tetapi
bagi orang lain belum tentu adil’
Sehingga nilai hakiki sebuah keadilan
hanya bisa dibuat oleh Tuhan.

Maka itu perlu diketahui bahwa
Kitab Undang-Undang Perdata yang ada
sekarang ini merupakan terjemahan dari
Burgelijk Wetboek merupakan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang
berasal dari Negeri Belanda yang berlaku
pada tahun 1838. Kemudian berdasarkan
asas konkordansi (peuyesuaian)
diberlakukan di Hindia Belanda sebagai
-alah satu Negara  jajahannya.
>embentukan Burgelijk Wetbock Tidak
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ns Civilis Hukem Romawi dan Code
Civil Perancis.

Code Civil Perancis pernah ada
dan dinyatakan berlaku di Negeri
Belanda pada tahun 1838 masih sangat
dominant, code civil Perancis

dipengaruhi olch ITukum Romawi yang
terkenal iu schingga di sini dapat kita
lihat bahwa Hukum Perdata itu
berkembang sejak Hukum Romawi lalu
Hukum = Perancis setelah jtu Hukum
Belanda' yang diberlakukan di Indonesia
yang sampai saat ini masih di pakai oleh
bangsa Indonesia dengan berbagai
perkembanzannya seperti yang terjadi
pada Buku I tentang Orang atau dikenal
dengan Hukum Pribadi dan IHukum
Keluarga.

Ada lima hal yang terpenting dan
mendasar dalam kehidupan manusia :
yaitu: kelahiran, pekerjaan, rezeki (berkat

Tuhan), perkawinan dan kematian.

Perkawinan merupakan salah satu cita-
cita setiap manusia dalam hidupnya dan
hal ini didukung oleh setiap agama yang
ada di Indonesia mewajibkan setiap
pemeluknya untuk kawin.

Ketika benih-benih cinta it
tumbuh maka akan membawa seseorang
masuk kedalam tahap-tahap berpacaran,
bertunangan, dan pernikahan atau
perkawinan. Bagi setiap manusia
memiliki keluarga yang bahagia dan
abadi pasti menjadi tujuan setiap manusia
dalam ' menikah. Untuk membuat
pernikahan itu sukses diperlukan  peran
dua orang, tetapi untuk
menghancurkannya peran satu orang
“sudah cukup. *

Manusia dalam hidup bermasya-
rakat akan senantiasa dihadapkan pada
,E@ Repository University Of Riau
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kompleks sifatnya dan permasalahan-
permasalahan  yang  dihadapi oleh
manusia yang satu dengan  pribadi
manusia yang lainnya tidaklah selalu
sama, karena adanya  perbedaan
kepentingan maupun perbedaan situasi
dan  kondisi dari  masing-masing
individu di dulam masyarakat.

Manusia sejak dilahirkan selalu
hidup bersama-sama dalam kelompok
yang disebut masyarakat. Masyarakat
merupakan suatu  kchidupan bersama
yang lerorganisir untuk mencapai  dan
merealisasikan tujuan bersama. |

Untuk menjaga agar jangan
sampai terjadi pertentangan  atau
konflik  antar individu di dalam
masyarakat perlu adanya peraturan, baik
peraturan yang tertulis maupun yang
tidak tertulis untuk menjaga ketertiban
dalam kehidupan  manusia  dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan  adanya peraturan  dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang mewajibkan setiap orang
untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, .
maka setiap orang tidak dapat bertindak
menurut kehendaknya sendiri.

Peraturan yang tidak tertulis yang
sering disebut dengan istilah hukum adat

" maupun  peraturan yang tertulis yang
. dipakai untuk mengatur hubungan antar

manusia ddlam hidup  bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara diwilayah
negara Indonesia ini sudah ada. _

Demikian juga peraturan
mengenal hubungan  antar  manusia
yang satu dengan yang lainnya dalam
kehidupan  berkeluarga telah  ada
aturannya yaitu dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
entang perkawinan serta pelaksanaannya
aitu Peraturan Pemerintah Nomor 9
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erhadan hitbuneas < icte;  anal-
u

eCi11aliap icdyuciiE=ga0d oSN 3 1ET 1, dalidi
keturunan maupun zkibat perkawinan
terhadap harta bersama suami istri di

dalam suatu perkawinan.

Ikatan  seorang pria dengan
scorang wanita dapat dipandang sebagai
suami isteri, apabila  ikatan mercka
didasarkan pada suatu perkawinan yang
sah, suatu perkawinan sah, bilamana
telah memenuhi Syarat-syarat yang
ditentukan = oleh undang-undang, baik
Syaral intern maupun maupun syarat
ekstern.

Di dalam suvatu perkawinan si
suami  berkedudukan  sebagai bapak
dalam, rumah tangga dan istri
berkedudukan sebagai ibu rumah tangga
dan déngan adanya perkawinan yang sah
maka anak yang dilahirkan, dalam atau
sabagai akibat perkawinan yang sah akan
berkedudukan sebagai anak yang sah
pula, dalam arti bahwa anak-anak yang
dilahirkan dari hasil perkawinan yang
sah akan mempunyai hubungan hukum
dengan kedua orangtuanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 merupakan suatu bentuk hukum
perkawinan nasional untuk pelaksanaan
perkawinan di Indonesia, walaupun di
dalamnya terdapat.perbedaan aturan
agama-agama.

' Untuk  hal itu pelaksanaan
perkawinan menurut agama - agama itu
berbeda-beda yaitu  menurut agama
islam, agama nasrani (kristen protestan
dan katolik Roma), Hindu dan Budha.
Dapat  dikatakan pula bahwa setiap
kesatuan  rumah  tangga keluarga
Indonesia dibentuk atas dasar ‘undang-
undang yang sama berlaku bagi semua

4 @ Repository University Of Riau
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Pengertian perkawinan - menurut
Pasal 26 B.W (Burgerlijk Wetboek)
adalah merupakan hubungan-hubungan
keperdataan saja, jadi dengan kata lain
bahwa perkawinan dalam B.W (Burgelijk
Wetboek) hanya urusan lahiriah saja dan
tidak memasukkan unsur-unsur agama.

Rumusan pasal 26 KUHPdt yang
menyebutkan  bahwa undang-undang
memandang perkawinan hanya dalam
hubungan perdata, maksudnya ialah

bahwa - undang-undang tidak turut
campur dalam  upacara-upacara
keagamaan  yang diadakan. Undang-

undang hanya mengenal apa yang disebut
“Perkawinan Perdata” yaitu perkawinan
yang dilangsungkan dihadapan scorang
pegawai catatan sipil.”

Pengertian perkawinan menurut
Pasal 1 Undang-undang Nomor.1 Tahun
1974 adalah ikatan lahir batin antara
scorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri  dengan tujuan

.membentuk  keluarga (rumah tangga)

yang kekal berdasarkan KeTuhanan

Yang Maha Esa.
Apabila

menurut

pengertian perkawinan

-Tahun 1974 dibandingkan dengan

pengertian  perkawinan yang terdapat
dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, maka ada perbedaan Yang
prinsipil.  Menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah
persatuan  seorang pria dengan wanita
secara hukum  uatuk hidup bersama-
sama. Hidup bersama ini dimaksudkan
untuk berlangsung sclama-lamanya. ®
Ada fenomena yang terjadi pada
masyarakat  Singkawang Kalimantan
barat yaitu mengenai kawin kontrak

http://repository.unci.ac.id/ FItara wanita Tionghoa warga setempat



telah terjadi sekian lama merupakan

istivm Tt =
Suatu . peristiwa baru yamg Ishir dalam
lapangan hukum perkawinan Indonesia.

B. Rumusap Masalah
1. Bagaimana perkembangan Hukum
Perdata  yang  terjadi Akibat
Hukum  Perkawinan schingga
melahirkan Kawin Kontrak?
C. Pembahasan
Perkembangan Hukum Perdata
yang terjadi Akibat Hukum
Perkawinan sehingga Melahirkan
Kawin Kontrak.

Pada masa pemerintahan Hindja
Belanda di Indonesia berlakulah IS

(Indische staatsregeling) yang
merupakan  aturan dari Pemerintahan
Hindia  Belanda vang  berdasarkan

staatsblad nomor 1924 nomor 415 dan
416 pada tanggal 23 juni 1925 nomor
nomor 357, ada dua pasal penting yang
berkenaan dengan masalah  sistem
hukum . yang berlaku di Indonesia, yaitu
pasal 131 IS dan 163 IS.

Pasal 131 IS terutama ayat 2 sub a

yang merupakan dasar berlakunya BW _

Netherland di Indonesia dengan beberapa
penyesuaian;  sesuai dengan keadaan

bangsa Indonesia pada masa it Asas -

yang dikenal pada pasal 131 IS inj
discbut  dengan  asas “onkordasi/
concordantie Beginsel”, yang dapat di
artikan :
“Terhadap orang Eropa yang berada di
Indonesia diperlakukan hukum perdata
asalnya, ialah hukum perdata  yang
berlaku di negeri Belanda, Asas ini dapat
diadakan pengecualian dan
penyimpangan. Bilamana -
1. Ada suatu keadaan istimewa yang
terjadi di Indonesia
@ Repository University Of Riau
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Eropa maupun terhadap golongan

penféuduk lain™,

Selain daripada itu pasal 131 IS
adalah pedoman politik terhadap hukum
di Indonesia yang menyatakan antara lain

a, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan
Hukum Pidana, begitu pula Hukum
Acara Perdata dan Hukum Acara
Pidana harus diatur dalam bentuk
Undang-undang atau ordonansi (ayat

D).

b.  Terhadap golongan FEropa, harus
diamut perundang-undangan yang
berlaku di ncgeri Belanda dalam
bidang hukum Perdata dan Hukum
Dagang (ayat 2 sub a).

¢.  Terhadap orang Indonesia aslj dan
Timur Asing, maka Kketentuan
perundang-undangan Eropa dalam
bidang Hukum Perdata dan Hukum
dagang dapat diberlakukan bilamana
kebutuhan masyarakat menghenda-
kinya.(ayat 2 sub b).

d.  Orang Indonesia aslj dan Timur
Asing  diperbolehkan menundukan
diri (onderwerpen) ke  dalam
ketentuan perundang-undangan
Eropa, baik sebagian maupun dalam
kescluruhannya, peraturan  seria
akibatnya - diatur dalam
UU/Ordonansi. (ayat 4).

€. Hukum Adat (yang termasuk
kedalamnya Hukum Perdata Adat
dan Hukum.Dagang menurut adat)
yang masih beriaku terhadap orang
Indonesia asli dan Timur Asing,

Sejak tanggal 1 Mei 1948
berdasarkan publikasi/pengumuman
tanggal 30 April 1847, Staatblad 1847
nomor 23, BW mulaj berlaku di

donesia dengan menyesuaikan  diri
'pada keadaan-keadaan yang terdapat
uan yang terjadi di Indonesia ketika ify.



3). Orang-orang yang dipcrsamakan
dengan orang Lropa, yailu
mereka yang pada saat itu
beragama Kristen

Jadi demikian, maka dapat
itarik kesimpulan pada awal
iberlakukannya BW tersebut tidak
erlaku bagi orang Indonesia. Pasal 163
S menyebutkan bahwa dalam hubungan

engan berlakunya BW di Indonesia, =

enduduk di Hindia Belanda di bagi

Untuk golongan Eropa dan orang-
orang yang dipersamakan dengan
orang Eropa seperti Jepang, karena
hubungan dagang dan golongan yang
tunduk ke dalam suatu hukum
kekeluargaan yang pada  garis
besarnya sama dengan asas-asas
hukum keluarga yang terdapat dalam
BW, vaitu orang Amerika, Kanada,
Afrika Selatan dan Australia serta
keturunan-keturunan mereka, baik
yang sah maupun yang disahkan oleh
Undang-undang, maka bagi mercka
semua diberlakukan Hukum Perdata
Eropa.

). Golongan Timur asing

Baigi golongan Timur Asing,
terhadap mereka yang beragama
Kristen, sesuai dengan ketentuan
Staatblad 1847 nomor 23, berlakulah
ketentuan Hukum Perdata Eropa. Bagi
yang tidak beragama  Kristen,
onlanoan ini dihaol meniadi dia vaits

@ Repository University Of Riau
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(Staatblad 1917 nomor 129 yang
mulai diberlakukan tanggal 29 Maret
1917). Bagi golongan Timur Asing
bukan Tionghoa seperti  Arab,
Pakistan, India dan scbagainya
(umumnya orang Asia) diberlakukan
sebagaian dari BW yang pada
pokoknya hanya mengenai Hukum
Harta Xekayaan (Vermogenrecht),
sedang untuk Hukum Perorangan,
Keluarga dan Waris (Personen,
Familie en Erfrecht) tetap mercka
tunduk . pada hukum negaranya
sendiri( Staatblad 1924 nomor 556
yang mulai berlaku tanggal 1 Maret
1923).

c¢). Golongan Bumi Putera/Indonesia asli.

Bagi golongan Bumi Putera yang
tidak beragam Kristen, maka Hukum
Perdata yang diberlakukan kepada
mereka adalah Hukum Perdata Adat
sebagai hukum yang berlaku dikalangan
rakyat sejak sebelumnya. Terhadap
mereka ini adalah berdasarkan pasal 131
IS, ayat 4 yang diperkuat oleh Staatblad
1917 nomor 12, maka golongan Bumi
Putera dan golongan Timur Asing dengan
kemauan sendiri (dengan sukarela) dapat
menundukan diri kedalam Hukum
Perdata dan Hukum Dagang Eropa baik
sebagian maupun secara keseluruhan.

Sehubungan dengan itu, perlu
untuk ditinjau siapakah yang dimaksud
dengan golongan Indonesia. Pasal 6
Algemene Bepalingen van Weigeving,
S.1847 : 23, di sebutkan bahwa:
“Penduduk Indonesia dibedakan antara
orang Eropa dan orang Indonesia
termasuk yang dipersamakan dengan
mereka”.

Adapun mercka  yang
lipersamakan dengan orang Indonesia
idalah orang Arab, Tionghoa, dan lain-
lain. Jadi pada waktu itu untuk



Tionghoa.
Pada waktu akan melaksanakan
perundang-undangan baru di Indonesia,

dikcluarkanlah ketentuan yang mengatur
tentang peralihan dari masa sebelumnya
ke masa sesudah perubahan perundang-
undangan yang dituangkan dalam S.1848
: 10, di bawah judul “Bepalingen omtrent
de invoering en de overgang tot de niewe
Wetgeving” (ketentuan-ketentuan sekitar
pelaksanaan dan peralihan perundang-
undangan baru). s
Setelah dalam pasal 1 ayat (1) S.
1848 : 10 dikatakan, bahwa pada saat
pelaksanaan perundang-undangan baru,
kekuatan undang-undang dari Hukum
Belanda dan Hukum Romawi dihapus,
maka dalam ayat (2) dikatakan, bahwa :
Selanjutnya pada saat yang sama,
mengenai hukum perdata dan hukum
dagang dan bagian-bagian lain, yang
telah diatur dalam perundang-undangan
baru, sepanjang mengenai orang-orang
terhadap siapa ia berlaku, adalah tidak

berlaku lagi semua peraturan-peraturan,

reglemen-reglemen, ordonansi-ordonansi,
instruksi-instruksi, plakat-plakat, statuta-
statuta, kebiasaan dan pada umumnya
semua hukum tertulis dan tidak tertulis,
yang ada di Indonesia diberikan kekuatan
undang-undang, sepanjang ia tidak secara
tegas dipertahankan, baik untuk seluruh
maupun sebagian dari Indonesia.

Jadi, semua ketentuan Hukum
Perdata dan Hukum Dagang vang selama
ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi,
kecnali kalau dengan tegas
dipertahankan. Salah satu dari pada
ketentuan Hukum Perdata yang dengan

farrao macih Aimamtnthanl-ae j B
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Sejak  berlakunva
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan
Pelaksana UU No.1 Tahun 1974 maka
peraturan  yang membagi tentang
penggolongan  penduduk di Indonesia
dinyatakan  tidak berlaku, scpanjang
materi sudah diatur dalam Undang —
Undang No.62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan.

Dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata istilah perkawinan kontrak dan
pengertiannnya tidak diatur sama sekali
dan tidak ditemukan. Adapun fakta yang
terjadi dilapangan bahwa perkawinan
kontrak terscbut  pada umumnya
dilakukan dengan akta dibawah tangan
dengan perantara makcomblang {agen)
dan dilaksanakan secara adat tionghoa.

Menghadapi dilema tersebut, ada
baiknya  kita simak apa  yang
dikemukakan oleh Sudikno
Mertokusumo, bahwa tidak selalu
perbuatan yang diatur jtu berarti dilarang
atau dibolehkan, tetapi harus dilihat
secara kasuitis.”

Pembentuk undang-undang tidak
mungkin mengatur seluruh kegiatan
kehidupan manusia secara lengkap dan
tuntas. Kemampuan pembentuk undang-
undang . itu terbatas, ada kalanya

pembentuk undang-undang tidak sempat

mengatur suatu perbuatan dalam undang-
undang tetapl -mengatur lebih lanjut
dalam perundang-undangan lain.

Ada kalanya pembentuk undang-
undang sengaja tidak mengatur suatu
perbuatan dalam undang-undang karena
menyerahkan kepada hakim untuk
mengisinya. Adakalanya tidak terpikirkan
~'~h pembentuk undang-undang untuk

Sudikno Mertokusumo,  Hukum
Acara Perdata di Indonesia,




tidak diduga akan terjadi kemudian.
Dalam hal ini pun hakim berkew jiban
untuk mengisinya. '

Kalau suatu perbuatan sekalipun
tidak diatur dalam undang-undang tetapi
bertentangan  dengan ketertiban umum
dan  kesusilaan berarti  dilarang,
sedangkan perbuatan vang tidak diatur
dalam  undang-undang tetapt  hanya
dibutuhkan deini keadilan, kemanfaatan,
dan kepastian hukum, berarti dibolchkan
kekosongan hukum  harus diisi, harus
dilengkapi ini adalah kewajiban seorang
hakim.

Menarik untuk diketahui bahwa
pertemuan diantara kedua calon suami
istri pada umumnya melalui suatu jasa
perantara  atau  penyalur  dimana
masyarakat lebih mengenalnya dengan
fama agen atau makcomblang. Dimana
peranan dari agen ini sangat penting
sekali dalam pelaksanaan perkawinan
diantara kedua calon suami istri. Apabila
seorang pria Taiwan hendak mencari
scorang  wanita tionghoa Singkawang
aka pria ini cukup mendatangi agen
‘ang ada di negaranya, kemudian agen
rsebut akan bekerja sama dengan agen
ang ada di singkawang yang kemudian
an mempertemukannya,

Agen yang telah dibayar oleh
ria Taiwan  akan Mengurus semua
mulai  dari  pelaksanaan
rkawinan Kemudian memberikan
jurnlah uang tertentu kepada keluarga si
anita dan wanita itu sendiri, secrta
engurus ijin keberangkatan  pergi ke
aiwan dan sampai di Taiwan agen
isana  akan  mengurus pendaftaran
kawinan kedua belah pihak.

Dikarenakan biaya perkawinan
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Tatwan yang berlaku bagi seorang tcntara
untuk tidak kawin selama masih aktif, hal
inilah yang menjadi alasan atau yang
melatarbelakangi mengapa pria-pria
Taiwan  cenderung  untuk  mencari
pasangan hidupnya sampai ke
Singkawang.

Faktor ckonomilah yang
mendorong  schingga  wanita-wanita
tionghoa di Singkawang bersedia untuk
menjadi istri dari Pria Taiwan, sehingga
dengan demikian diharapkan adanya
perubahan nasib dari kehidupan keluarga
s wanita,

Perkawinan yang telah
dilaksanakan secara adat tionghoa
ternyata ada sebagian yang bisa pihak
didaftarkan dikantor Catatan Sipil untuk
mendapatkan  pengesahan pernikahan
dan ada yang tidak didaftarkan. Karena
perjanjian kawin kontrak tidaklah diatur
dalam undang-undang perkawinan baik

secara pendefenisiannya atau  sccara
yuridis maka akan menimbulkan
pertanyaan  dari persoalan tersebut,
apakah kawin  komtrak tersebut
bertentangan atau tidak dengan undang-
undang yang berlaku.

Seandainya  kawin  Lkontrak

tidaklah bertentangan dengan undang-
undang mengdpa sampai sekarang
pembentuk undang-undang belum dapat
menciptakan  suatu  produk undang-
undang  yang mengatur secara tegas
persoalan ini. .

Bila kita lihat bahwa perkawinan
kontrak ini memang terjadi antara dua
kewarganegaraan yang berbeda maka dari
sisi lain tidaklah salah dapat dikatakan
sebagai perkawinan campuran. Adapun
pengertian perkawinan campuran sesuai
dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor

Tahun 1974, adalah perkawinan antara

http://repository.unri.ac.id/ ua Orang }’ang di IndonCSia tunduk pada
hukum vang berlainan karena nerhedaanm
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Campuran terscbut tidaklah populer bagi

mereka yang terikat dalam perkawinan .

kontrak dan para pihak cenderung untuk
menamakan  bahwa perkawinan terschut
adalah  perkawinan kontrak, karena
didasarkan pada latar belakang dan motif
yang berbeda-beda dan dari masyarakat
selempat  lcbih  senang  menamakan
perkawinan tersebut dengan istilah kawin
kontrak.

Untuk membatasi permasalahan
tersebut, maka dalam penelitian ini akan
diteliti mengenai kenyataan dilapangan
mengenai prakiek kawin kontrak dengan
membandingkannya  terhadap hukum

perkawinan.
Demikianlah perkawinan yang
terjadi antara wanita tionghoa

Singkawang dengan pria Taiwan yang
bila dilihat dari kacamata hukum
perkawinan Indonesia disebut dengan
perkawinan campur, dikarenakan adanya
dua kewarganegaraan yang berbeda dan
ada sebagian dari mereka walaupun
sedikit yang mendaftarkan perkawinan
tersebut ke Kantor Catatan Sipil untuk
mendapatkan kekuatan hukum. Namun
oleh  masyarakat sendiri perkawinan
antara wanita tionghoa Singkawang
dengan pria Taiwan itu, lebih dikenal
dengan istilah kawin kontrak.

Karena perkawinan merupakan
.ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga
yang  berdasarkan vang  kekal
berdasarkan  KeTuhanan Yang Maha
Esa, maka pengertian ini tidak dapat kita
berikan dan tidaklah sema dengan
kawin kontrak vano memilili fuinan <man
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D. Kesimpulan

Bahwa pada perkembangan
hukum perdata sampai saat ini dalam
perkawinan sudah berkembang fenomena
baru tentang kawin kontrak di daerah
Singkawang yang belum ada aturan yang
mengakomodirnya  sehingga masih  dj
berlakukan Undang-Undang Perkawinan
padahal ini merupakan hal yang sangat
menarik untuk  saat ini, dan wajib
diberikan perlindungan  hukum bagi
kedua belah individu hal inj agar
dikemudian hari tidak saling merugikan.
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